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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Teori Tentang Efektivitas Hukum 
 Berbicara mengenai efektivitas hukum, Soerjono Soekanto berpendapat 
bahwa tentang pengaruh hukum “salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah 
maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing 
perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada 
timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari 
hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun 
negatif.
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 Apabila ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, pertama 
yang harus dilakukan adalah bisa mengetahui sejauh mana peraturan tersebut 
ditaati. Jika suatu aturan hukum yang menjadi sasaran ditaati oleh sebagian 
besar masyarakat maka kita dapat mengatakan bahwa aturan hukum tersebut 
dapat berjalan efektif begitupun sebaliknya. Seseorang menaati atau tidak 
menaati suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Seperti teori 
yang dikemukakan oleh H.C. Kelman didalam buku Achmad Ali ada 3 macam 
ketaatan yaitu:
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a) Ketaatan yang bersifat Compliance yaitu jika seseorang taat terhadap 
suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi. 
b) Ketaatan yang bersifat identification yaitu jika seseorang taat terhadap 
suatu aturan hanya karena takut jika hubungan baiknya dengan 
seseorang menjadi rusak. 
                                                          
      
1
 Dikutip dari http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html [diakses pada 
1/12/2016 (07.21) 
       
2
 Achmad Ali, 1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta, PT. Yarsif 
Watampone, Hal 193 
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c) Ketaatan yang bersifat internalization yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan 
tersebut sesuai dengan nilai inrinsik yang dianutnya. 
 Kemudian apabila ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu 
aturan hanya karena bersifat compliance atau takut hanya karena sanksi, maka 
derajad ketaatan mereka sangat rendah. Kemudian apabila ketaatannya bersifat 
internalization maka ketaatannya akan aturan hukum tersebut benar-benar 
cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya.
3
 
 Menurut Lawrence M Friedman sebagaimana dikutip Achmad Ali 
menjelaskan tentang 3 unsur sistem hukum yang dapat mempengaruhi atau 
menghambat penegakan hukum, yaitu:
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1. Struktur (legal structure) yaitu komponen yang termasuk di dalamnya 
struktur instusi penegakan hukum seperti kepolisian. 
2. Substansi (legal substance) yaitu aturan, norma dan pola perilaku 
nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum 
menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 
memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat 
penegak hukum. 
3. Kultur (legal culture) yaitu menyangkut budaya hukum yang 
merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. 
 
                                                          
       
3
 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (legal theory) dan teori peradilan 
(yudicalprudence), Jakarta, Kencana Pranada Media Grup,  Hal 375 
       
4
 Achmad Ali , 2002, Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal 8 
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 Adapun juga menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi efektivitas dalam penegakan hukum pada 5 (lima) hal, yaitu:
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1) Faktor Hukum 
 Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai 
kelebihan dari norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada 
kekuasaan yang tertinggi di suatu negara dan karenanya pula memiliki 
kekuasaan memaksa yang besar sekali. 
 Undang-undang disini identik dengan hukum tertulis sebagai lawan 
dari hukum yang tidak tertulis. Pengertian hukum tertulis sama sekali 
tidak dilihat dan wujudnya yang ditulis dengan sesuatu alat tulis. 
Dengan lain perkataan, istilah tertulis tidak dapat kita artikan secara 
harfiah. Istilah tertulis disini maksudnya dirumuskan secara tertulis 
oleh pembentukan hukum khusus. 
 Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa gangguan dalam 
penegakan hukum berasal dari undang-undang disebabkan karena: 
a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang 
b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan 
untuk menerapkan undang-undang. 
c. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang 
mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta 
penerapannya. 
 
                                                          
        
5
 Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, 
Raja Grafindo Persada, Hal 9 
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2) Faktor Penegak Hukum 
 Ruang lingkup dari istilah penegak hukum yaitu luas sekali oleh 
karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung 
berkecimpung di bidang penegakan. Setiap penegak hukum 
mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh karena itu, seorang penegak 
hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya 
memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya. 
 Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga 
masyarakat lainnya, biasanya mempunyai beberapa kedudukan dan 
peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara 
berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau di dalam 
kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang 
seharusnya dilakukan dengan peranan yang sebenarnya dilakukan. 
 Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat 
yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai 
dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan 
mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping membawakan 
atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat. 
3) Faktor Sarana atau Fasilitas 
 Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau 
fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia atau yang 
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berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 
memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.  
 Penegak hukum sebagai pilar dalam menegakan hukum yang adil 
dengan tidak mengurangi kepastian hukum, maka dibutuhkan fasilitas 
yang memadai agar dalam proses tersebut tidak lagi dijadikan suatu 
alasan dalam menghambat kasus-kasus yang ditanganinya sebelum 
atau pada saat berperkara, sarana atau fasilitas tersebut hendaknya 
digunakan secara efektif dan efisien terutama bagi penegak hukum 
yang mempunyai tugas yang begitu luas. 
 Dengan demikian, sarana atau fasilitas pendukung merupakan 
suatu hal yang harus ada demi lancarnya penegakan hukum di 
indonesia. Karena tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung, maka 
penegak hukum akan kesulitan salam menegakkan hukum. 
4) Faktor Masyarakat 
 Semua masyarakat mempunyai budaya yang berbeda-beda dan 
tidak ada masyarakat yang sepenuhnya sama. Didalam batasan-
batasannya, negara biasanya mempunyai banyak kelompok etnis dan 
kelompok kultural. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan 
bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat, oleh karena 
itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat 
mempengaruhi penegakan hukum. Untuk lebih jelasnya akan 
dikemukakan suatu contoh yang diambil dari unsur kalangan penegak 
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hukum, yakni polisi yang mempunyai peranan penting dalam 
membawa kedamaian bagi masyarakat luas. 
 Pada umumnya, polisi dalam menjalankan tugasnya selalu di 
hadapkan dengan berbagai macam manusia dengan latar belakang dan 
pengalaman masing-masing. Biasanya, ada masyarakat yang dengan 
sendirianya taat pada hukum, ada pula yang pura-pura menaati ketika 
ada polisi, dan bahkan ada yang secara terang-terangan melewatinya. 
Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga 
masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan. Ada 
kemungkinan bahwa kegiatasn atau usaha tersebut menghasilkan sikap 
yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, apabila ketaatan 
terhadap hukum dilakukan karena adanya sanksi-sanksi negatif yang 
berwujud hukuman apabila hukum dilanggar. 
 Adapun cara yang biasanya di terapkan oleh polisi untuk membuat 
warga masyarakat taat pada hukum.biasanya dilakukan dengan cara 
yang lunak yang bertujuan agar masyarakat mengetahui dan 
memahami hukum, sehingga ada persesuaian denagn nilai-nilai yang 
dianut oleh warga masyarakat. Kadang dilakukan suatu penyuluhan 
berulang-ulang agar seluruh masyarakat dapat memahami tentang 
hukum pada saat penyuluhan dan diharapkan kedepannya masyarakat 
mengetahui peraturan tersebut. 
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5) Faktor Kebudayaan 
 Lawrence M.Friedman mendefinisikan budaya hukum sebagai 
sikap-sikap, nilai-nilai, harapan-harapan, pendapat yang dianut 
masyarakat tentang hukum, sistem hukum, dan beragam bagiannya. 
Dengan definisi tersebut, budaya hukum itulah yang menentukan 
kapan, mengapa dan dimana orang-orang menggunakan hukum, 
lembaga-lembaga hukum atau proses hukum dan kapan mereka 
menggunakan lembaga-lembaga lainny, ataupun tidak melakukan 
apapun. 
 Pada dasarnya, budaya hukum mengacu kedua perangkat sikap-
sikap dan nilai-nilai yang berbeda yaitu perangkat sikap nilai publik 
umum (budaya hukum awam) dan perangkat sikap nilai para lawyer, 
hakim dan profesional (budaya hukum internal). 
B. Tinjauan Tentang Kewajiban Penggunaan Helm Bagi Pengendara 
Sepeda Motor 
1. Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. 
 Pengertian pengendara atau pengemudi dalam pasal 1 angka 23 
yaitu pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor 
di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
6
 
 
 
                                                          
       
6
 Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan 
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Pasal 57 
1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib di 
lengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor 
2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda 
motor berupa helm standar nasional indonesia.
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3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kendaraan 
bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas : 
a) Sabuk keselamatan 
b) Ban cadangan 
c) segitiga 
 
  Di dalam pasal 57 ini mengatur bahwa setiap pengguna 
kendaraan bermotor dijalan raya wajib menggunakan perlengkapan 
kendaraan bermotor. Untuk kendaraan beroda dua yaitu helm SNI 
dan untuk kendaraan beroda empat yaitu perlengkapan seperti 
sabuk pengaman,ban cadangan dan segitiga. 
Pasal 106 
1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh 
konsentrasi. 
2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. 
3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. 
4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
wajib mematuhi ketentuan : 
a. Rambu perintah atau rambu larangan; 
b. Marka jalan; 
c. Alat pemberi isyarat lalu lintas; 
d. Gerakan lalu lintas 
e. Berhenti dan parkir; 
f. Peringatan dengan bunyi dan sinar; 
g. Kecepatan maksimal dan minimal; dan/atau 
h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan 
lain. 
 
                                                          
       
7
 Pasal 57 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
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5) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap 
orang yang mengemudikan kendaraanbermotor wajib menunjukan : 
a. Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Surat Tanda Coba 
Kendaraan Bermotor; 
b. Surat Izin Mengemudi; 
c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau 
d. Tanda bukti lain yang sah 
6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat 
atau lebih di jalan dan penumpang dan penduduk yang di 
sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan. 
7) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat 
atau lebih yang tidak di lengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan 
penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan helm 
yang memenuhi Standar Nasional Indonesia. 
8) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang 
sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar 
Nasional Indonesia. 
9) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta 
samping dilarang membawa penumpang lebih dari satu orang.
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  Di dalam pasal 106 ini ada 9 ayat yang mengatur tentang 
berbagai macam aturan berlalu lintas untuk kendaraan bermotor 
yaitu bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor 
harus dengan penuh konsentrasi ketika di jalan raya. Maksud dari 
dengan “penuh konsentrasi” ini adalah setiap orang yang 
mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan 
tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, 
menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang 
terpasang di kendaraan atau meminum minuman yang mengandung 
alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan 
dalam mengemudikan kendaraan.
9
 Pengendara kendaraan bermotor 
wajib memperhatikan keselamatan pejalan kaki, pesepeda dan wajib 
                                                          
       
8
 Pasal 106 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan 
      
9
 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal 29 
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memperhatikan ketentuan rambu-rambu lalu lintas. Pengendara 
kendaraan bermotor wajib mempunyai kelengkapan surat-surat 
kendaraan bermotor seperti SIM, STNK, bukti lulus ujian berkala 
dan tanda bukti yang sah. Yang dimaksud “tanda bukti yang sah” 
adalah surat tanda bukti penyitaan sebagai pengganti STNK atau 
surat tanda coba kendaraan bermotor, SIM dan kartu uji berkala.
10
 
Bagi pengendara kendaraan bermotor roda empat wajib 
memperhatikan keselamatan pengemudi dan pengendara seperti 
wajib menggunakan sabuk pengaman dan untuk kendaraan 
bermotor beroda dua pengemudi maupun penumpang wajib 
menggunakan helm Standar Nasional Indonesia untuk melindungi 
di bagian kepala. 
 Dalam pasal-pasal tersebut jelas sekali bahwa peraturan ini 
haruslah ditaati dan dipatuhi oleh para pengendara kendaraan bermotor 
ketika berkendara di jalan raya terutama dalam hal penggunaan helm. 
2. Alasan Penggunaan Helm 
 Ada beberapa alasan, kegunaan atau manfaat dari helm bagi 
pengendara sepeda motor di jalan raya, yaitu:
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a) Melindungi Kepala dari Benturan Saat Kecelakaan 
 Helm dapat meminimalisir efek benturan apabila terjadi 
kecelakaan. Gunakan helm yang memiliki sertifikat SNI asli agar 
lebih terjamin kualitas proteksinya. Pilih helm yang sesuai dengan 
ukuran kepala kita dan ada pelindung dagu agar tidak luka pada saat 
terjatuh dari sepeda motor. 
 
                                                          
       
10
 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal 29 
       
11
 Dikutip dari http://www.organisasi.org/html [diakses pada 1/12/2016 (10.27)   
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b) Melindungi Mata dari Debu, Angin, dan Benda Keras Lainnya. 
 Ada banyak ketidaknyamanan yang bisa berujung pada kecelakaan 
jika berkendara menggunakan sepeda motor tanpa helm yang ada kaca 
pelindungnya, yaitu seperti: 
- Mata terkena debu atau kotoran sehingga tidak dapat melihat 
dengan jelas. 
- Kepala bisa cedera ketika terkena benda keras yang terjatuh. 
- Dapat merusak paru-paru apabila terus menerus menghirup 
udara. 
- Angin yang kencang bisa menyebabkan penyakit bell’s palsy 
yang berbahaya. 
Dan masih banyak lagi dampak buruk negatif lainnya, sehingga 
akan jauh lebih baik lagi bagi kita untuk selalu mengenakan helm 
standar yang berkualitas. 
c) Melindungi Kepala dari Panasnya Terik Matahari  
 Sengatan matahari yang terus menerus mengenai kulit kita dapat 
berdampak buruk bagi kesehatan tubuh kita. Itu sebabnya helm dapat 
melindungi daerah kulit kepala kita dari sengatan sinar matahari 
langsung. 
d) Mencegah Tilang Polisi Lalu Lintas 
 Sudah menjadi peraturan yang wajib di ketahui bersama bahwa 
setiap pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm standar 
nasional SNI agar tidak di tilang oleh polisi ketika di jalan raya. 
Dengan pemakaian helm yang sesuai dengan anjuran pemerintah baik 
untuk pengemudi sepeda motor maupun penumpang yang di bonceng, 
maka polisi tidak akan menilang kita untuk masalah helm. 
 
 Maka kesimpulan dari penjelasan diatas, penggunaan helm standar 
adalah instrumen yang sangat penting untuk berkendara sebagai 
pelindung yang merupakan bagian dari perlengkapan kendaraan 
bermotor berbentuk topi pelindung kepala yang berfungsi melindungi 
kepala pemakainya apabila terjadi benturan dan paparan dari sinar 
matahari secara langsung yang terdiri atas tempurung, kaca pelindung 
untuk melindungi muka dari debu atau kotoran dan dapat mencegah 
tilangan dari polisi ketika berkendara di jalan raya. 
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3. Ketentuan Hukum Tentang Penggunaan Helm 
 Ketentuan pidana bagi pengguna sepeda motor yang tidak 
menggunakan helm di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi dari pelanggaran terhadap 
ketentuan ini dirumuskan dalam pasal 291 ayat (1) dan (2) yaitu:
12
 
1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan 
helm standar nasional indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 
106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh 
ribu rupiah). 
2) Setiap orang yangmengemudikan sepeda motor yang membiarkan 
penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua 
ratus lima puluh ribu rupiah). 
 
 
C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
 Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang 
terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan 
jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, 
pengguna jalan, serta pengolahannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan 
dan orang diruang lalu lintas. Angkutan jalan adalah perpindahan orang 
atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan 
                                                          
       
12
 Pasal 291 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan 
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kendaraan diruang lalu lintas.
13
 Menurut W.J.S Poerwadarminta 
pengertian lalu lintas yaitu:
14
 
 “Lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik, perihal 
perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat 
lainnya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya)” 
 Lalu lintas adalah pergerakan orang dijalan. Pergerakan tersebut 
digunakan oleh seseorang menggunakan akal sehat. Orang yang kurang 
akal sehatnya mengemudikan kendaraan dijalan, akan mengakibatkan 
bahaya bagi pengguna jalan lain.
15
 
 Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang 
dimaksud lalu lintas adalah kegiatan kendaraan bermotor dengan 
menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum. Lalu lintas identik 
dengan jalur kendaraan bermotor dan menjadi jalur kebutuhan 
masyarakat umum untuk melakukan kegiatan sehari-hari. 
2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
 Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam 
mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari 
upaya memajukan kesejateraaan umum sebagaimana diamanatkan oleh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
                                                          
       
13
 Pasal 1 angka 1, angka 2 dan 11 Undang – Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan. 
       
14
 W.J.S Poerwadarminta, 1990, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 
hlm 555.  
       
15
 Adib Bahari, 2010, Tanya jawab Aturan Berlalu Lintas, Pustaka Yustisia, Jakarta, Hlm. 28 
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 Abubakar iskandar menjelaskan bahwa:
16
 
 “Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan 
angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk 
mewujudkan keamanan, kesejateraan, ketertiban berlalu lintas dan 
angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, 
otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara”. 
 
 Dalam Undang-undang ini, pembinaan bidang lalu lintas dan 
angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi 
terkait (Stakeholders) sebagai berikut: 
1) Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementrian 
yang bertanggungjawab di bidang jalan. 
2) Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas 
dan angkutan jalan, oleh kementrian yang bertanggungjawab di 
bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. 
3) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas 
dan angkutan jalan, oleh kementrian yang bertanggung jawab di 
bidang industri. 
4) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu 
lintas dan angkutan jalan, oleh kementrian yang bertanggung 
jawab di bidang teknologi. 
5) Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi 
kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, 
operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan 
berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
                                                          
       
16
 Abubakar Iskandar. 1996. Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib. Departemen 
Perhubungan Indonesia. Jakarta. Hlm 23 
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D. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas
Pelanggaran lalu lintas berasal dari kata “Langgar” yang berarti 
tubruk, landa. “Melanggar” artinya menubruk, menabrak, atau melawan. 
Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman 
hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan.
17
 Dalam sistem perundang-
undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 golongan 
yaitu kejahatan dan pelanggaran. Alasan pembedaan antara kejahatan dan 
pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan.
18
Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman 
pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van 
Bemmelen menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak 
pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif tetapi hanya 
kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang 
lebih berat daripada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat 
lebih berat dari kejahatan.
19
 Secara kuantitatif pembuat Undang-undang
membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:
20
a) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang
merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang indonesia yang
melakukan delik di luar negeri yang di golongkan sebagai delik
pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
17
 Hasan  Alwi dkk, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta , Balai Pustaka, hlm 634. 
18
 Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta. Rangkang Education. hlm 28 
19
 Bambang Poernomo. 2002. Dalam Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Ghalia Indonesia. 
Hlm 40 
20
 Amir Ilyas. Op.cit. hal 29 
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b) Percobaan dan membantu melalukan delik pelanggaran tidak di 
pidana. 
c) Pada pemidanaan anak di bawah umur tergantung pada apakah 
itu kejahatan atau pelanggaran. 
 
 Tipe-tipe pelanggaran di dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 
1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:
21
 
1) Tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan 
kesehatan umum. 
2) Tentang pelanggaran ketertiban umum. 
3) Tentang pelanggaran penguasa umum. 
4) Tentang pelanggaran mengenai asal usul dan perkawinan. 
5) Tentang pelanggaran terhadap orang yang memerlukan 
pertolongan. 
6) Tentang pelanggaran kesusilaan. 
7) Tentang pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan. 
8) Tentang pelanggaran jabatan. 
9) Tentang pelanggaran pelayaran. 
 Pengertian pelanggaran lalu lintas dapat disimak melalui brosur 
penyuluhan hukum VIII tentang pelaksanaan lalu lintas yang diterbitkan 
oleh Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen 
Kehakiman edisi 1 Tahun 1993 yang berbunyi: 
 “Pelanggaran Lalu Lintas adalah setiap pelanggaran yang 
dilakukan oleh pemakai jalan baik terhadap rambu-rambu lalu lintas 
maupun dalam cara mengemudi jalan. Orang yang menggunakan 
                                                          
       
21
 Moeljatno. 1992. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta. Bumi Aksara. Hlm 208 
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kendaraan bermotor maupun pejalan kaki”. Adapun faktor-faktor yang 
dapat menghambat dan mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yaitu faktor 
internal dan faktor eksternal pengguna kendaraan bermotor. Faktor internal 
meliputi faktor manusia, sedangkan faktor eksternal adalah faktor jalan.
22
 
 Untuk menguraikan pengertian palanggaran, maka diperlukan para 
pendapat sarjana hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro
23
 pengertian 
pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu 
perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, 
berarti tidak lain daripada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut 
Bambang Poernomo
24
 bahwa pelanggaran adalah politis-on recht dan 
kejahatan adalah crimineel-on recht. Politis-on recht itu merupakan 
peruatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh 
penguasa negar. Sedangkan crimineel-on recht itu merupakan perbuatan 
yang bertentangan dengan hukum. 
 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya 
pelanggaran karena telah bersikap atau membuat tindakan yang 
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 
2009. Dengan kata lain bahwa akibat dari tidak kepatuhannya terhadap 
peraturan-peraturan yang di tetapkan dijalan, dimasukkan kedalam 
kategori pelanggaran lalu lintas. 
                                                          
       22 Soerjono Soekanto, 1986. Polisi dan Lalu Lintas (Analisa menurut Sosiologi Hukum), 
Bandung, Mandar Muju, hlm.27 
       
23
 Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana. Bandung. Refika Aditama. Hlm 33 
       
24
 Bambang Poernomo, Loc.cit 
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 Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang 
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan 
angkutan jalan yang ada di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 
tentang LLAJ. 
 Jenis – jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yaitu: 
Pasal 278 
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat 
atau lebih dijalan yang tidak di lengkapi dengan perlengkapan berupa 
ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda,dan 
peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 57 ayat (3) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 
1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima 
puluh ribu rupiah). 
 
 Di dalam pasal 278 ini barang siapa yang mengemudikan 
kendaraan bermotor beroda empat dengan tidak mempunyai 
kelengkapan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan akan di 
pidana paling lama 1 bulan kurungan penjara atau denda maksimal 
sebanyak Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 
Pasal 283 
 
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara 
tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau di pengaruhi oleh suatu 
keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi 
di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 
Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 
 
 Di dalam pasal 283 ini barang siapa mengemudikan kendaraan 
bermotor secara tidak wajar atau ugal-ugalan karena pengaruh sesuatu 
yang dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi 
akan di pidana paling lama 3 bulan kurungan penjara atau denda 
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maksimal sebanyak Rp 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu 
Rupiah). 
Pasal 284 
 
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak 
mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 
(lima ratus ribu rupiah). 
 
 Di dalam pasal 284 ini barang siapa yang mengemudikan 
kendaraan bermotor sampai terjadi kecelakaan oleh pejalan kaki atau 
pesepeda karena tidak memperhatikan keselamatannya akan di pidana 
paling lama 2 bulan kurungan penjara atau denda maksimal sebanyak 
Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). 
Pasal 287 
 
1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang 
melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan 
rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) 
huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan 
atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah. 
2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang 
melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan 
alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 
106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 
2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus 
ribu rupiah 
3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang 
melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda 
paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang 
melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi 
kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan 
bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, pasal 106 
ayat (4) huruf f atau pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan 
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paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 
(dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
5) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang 
melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 
115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) 
bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah). 
6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang 
melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan 
kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) 
huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima 
puluh ribu rupiah). 
 
 Di dalam pasal 287 ini mengatur tentang berbagai macam sanksi 
berdasarkan pasal 106 ayat 4 yaitu barang siapa yang mengemudikan 
kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak mematuhi aturan rambu-
rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas dan kecepatan 
maksimal atau minumum akan di pidana paling lama 2 bulan kurungan 
penjara atau denda maksimal sebanyak Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu 
Rupiah). Kemudian barang siapa yang mengemudikan kendaraan 
bermotor di jalan raya dengan tidak memperhatikan gerakan lalu lintas, 
peringatan dengan bunyi dan sinar lalu lintas dan tata cara 
penggandengan atau penempelan dengan kendaraan lain akan paling 
lama 1 bulan kurungan penjara atau denda maksimal sebanyak Rp 
250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 
Pasal 288 
 
1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang 
tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 
atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang di tetapkan oleh 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan 
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paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 
(lima ratus ribu rupiah). 
2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan di jalan yang tidak 
dapat menunjukan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau dendan paling banyak Rp 
250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil 
bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang 
tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus 
uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf c 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau 
denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
 
 Di dalam pasal 288 ini mengatur tentang berbagai macam sanksi 
berdasarkan pasal 106 ayat 5 yaitu barang siapa yang mengemudikan 
kendaraan bermotor di jalan raya dengan tidak mempunyai atau 
membawa STNK atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang 
ditetapkan oleh kepolisian dan tidak dilengkapi dengan surat 
keterangan uji berkala atau tanda lulus akan di pidana paling lama 2 
bulan kurungan penjara atau denda maksimal sebesar Rp 500.000 
(Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian barang siapa yang 
mengemudikan kendaran bermotor di jalan raya tidak mempunyai, 
membawa atau menujukan SIM akan di pidana paling lama ! bulan 
kurungan penjara atau denda maksimal sebanyak Rp 250.000 (Dua 
Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 
Pasal 289 
 
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang 
yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk 
keselamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (6) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau dendan paling 
banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
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 Di dalam pasal 289 ini barang siapa yang mengemudikan 
kendaraan beroda empat baik pengemudi atau penumpangnya tidak 
menggunakan sabuk pengaman akan di pidana paling lama 1 bulan 
kurungan penjara atau denda maksimal sebanyak Rp 250.000 (Dua 
Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 
Pasal 290 
 
Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor 
selain sepeda motor yang tidak di lengkapi dengan rumah-rumah dan 
tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) di pidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 
Rp 250.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). 
 
 Di dalam pasal 290 ini barang siapa yang mengemudikan 
kendaraan bermotor beroda empat tidak dilengkapi penutup ketika 
dijalan raya baik pengemudi dan penumpang yang ada disampingnya 
tidak menggunakan helm standar akan di pidana paling lama 1 bulan 
kurungan penjara atau denda maksimal sebesar Rp 250.000 (Dua Ratus 
Lima Puluh Ribu Rupiah). 
Pasal 291 
 
1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan 
helm standar nasional indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 
106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh 
ribu rupiah). 
2) Setiap orang yangmengemudikan sepeda motor yang membiarkan 
penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua 
ratus lima puluh ribu rupiah). 
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 Di dalam pasal 291 ini barang siapa yang mengemudikan 
kendaraan bermotor baik pengemudi maupun penumpang di 
belakangnya tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia akan 
di pidana paling lama 1 bulan kurungan penjara atau denda maksimal 
sebanyak Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 
Pasal 292 
 
Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping 
yang mengangkut penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) bulan atau dendan paling banyak Rp 250.000,00 
(dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
 
 Di dalam pasal 292 ini barang siapa yang mengemudikan 
kendaraan yang mengangkut lebih dari 1 orang tanpa kereta 
disampingnya akan di pidana paling lama 1 bulan kurungan penjara 
atau denda maksimal sebesar Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu 
Rupiah). 
E. Tinjauan Umum Tentang Mahasiswa 
1. Pengertian Mahasiswa 
 Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba 
ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada 
salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, 
sekolah tinggi, institut dan universitas.
25
 Menurut Siswoyo
26
 mahasiswa 
dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu 
ditingkat perguruan tingg, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain 
                                                          
       
25
 Damar A Hartaji. 2012. Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa yang Berkuliah Dengan 
Jurusan Pilihan Orangtua. Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Hal 5 
       
26
 Dwi Siswoyo. 2007. Ilmu Pendidikan. Yogyakarta. UNY Press. Hal 121 
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yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki 
tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan 
kerencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis, bertindak dengan cepat dan 
tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap 
mahasiswa. 
 Seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang 
usianya 18 sampai 25 tahun. Tahap ini dapat digolongkan pada masas 
remaja akhir sampai masa dewasa awal dan dilihat dari segi 
perkembangan, tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini ialah 
pemantapan pendirian hidup.
27
 
 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa 
adalah seorang peserta didik yang berusia 18 sampai 25 tahun yang 
terdaftar dan menjalani pendidikan di perguruan tinggi baik dari akademik, 
politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. 
2. Karakteristik Perkembangan Mahasiswa 
 Ciri-ciri perkembangan remaja lanjut atau remaja akhir (usia 18-21 
tahun) dapat dilihat dalam tugas-tugas perkembangan, yaitu:
28
 
a) Menerima keadaan fisiknya, perubahan fisiologis dan organis 
yang sedemikian hebat pada tahun-tahun  sebelumnya, pada masa 
remaja akhir sudah lebih tenang. Struktur dan penampilan fisik 
sudah menetap dan harus diterima sebagaimana adanya. 
                                                          
       
27
 Syamsu Yusuf. 2012. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Remaja Rosdakarya. 
Bandung. Hal 27 
       
28
 Singgih Gunarsa & Yulia Gunarsa. 2001. Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga. 
Gunung Mulia. Jakarta. Hlm 129 
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Kekecewaan karena kondisi fisik tertentu tidak lagi mengganggu 
dan sedikit demi sedikit mulai menerima keadaan. 
b) Memperoleh kebebasan emosional, masa remaja akhir sedang 
pada masa proses melepaskan diri dari ketergantungan secara 
emosional dari orang yang dekat dalam hidupnya (orangtua). 
Kehidupan emosi yang sebelumnya banyak mendominasi sikap 
dan tindakannya mulai terintegrasi dengan fungsi-fungsi lain 
sehingga lebih stabil dan lebih terkendali. Dia mampu 
mengungkapkan pendapat dan perasaannya dengan sikap yang 
sesuai dengan lingkungan dan kebebasan emosionalnya. 
c) Mampu bergaul, dia mulai mengembangkan kemampuan 
mengadakan hubungan sosial baik dengan teman sebaya maupun 
orang lain yang berbeda tingkat kematangan sosialnya. Dia 
mampu menyesuaikan dan memperlihatkan kemampuan 
bersosialisasi dalam tingkat kematangan sesuai dengan norma 
sosial yang ada. 
d) Menemukan model untuk identifikasi dalam proses ke arah 
kematangan pribadi, tokoh identifikasi sering kali menjadi faktor 
penting, tanpa tokoh identifikasi timbul kekaburan akan model 
yang ingin ditiru dan memberikan pengarahan bagaimana 
bertingkah laku dan bersikap sebaik-baiknya. 
e) Mengetahui dan menerima kemampuan sendiri, pengertian dan 
penilaian yang objektif mengenai keadaan diri sendiri mulai 
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terpupuk. Kekurangan dan kegagalan yang bersumber pada 
keadaan kemampuan tidak lagi mengganggu berfungfsinya 
kepribadian dan menghambat prestasi yang ingin dicapai. 
f) Memperkuat penguasaan diri atas dasar nilai dan norma, nilai 
pribadi yang tadinya menjadi norma dalam melakukan suatu 
tindakan bergeser ke arah penyesuaian terhadap norma diluar 
dirinya. Baik yang berhubung dengan  nilai sosial ataupun nilai 
moral. Nilai pribadi adakalanya harus disesuaikan dengan  nilai-
nilai umum positif yang berlaku di lingkungannya. 
g) Meninggalkan reaksi dan cara penyesuaian kekanak-kanakan, 
dunia remaja mulai ditinggalkan dan dihadapannya terbentang 
dunia dewasa yang akan dimasuki. Ketergantungan secara psikis 
mulai ditinggalkan dan ia mampu mengurus dan menentukan 
sendiri. Dapat dikatakan masa ini ialah masa persiapan ke arah 
tahapan perkembangan berikutnya yakni masa dewasa muda. 
 Apabila telah selesai masa remaja ini, masa selanjutnya yaitu 
jenjang kedewasaan. Sebagai fase perkembangan, seseorang yang 
telah memiliki corak dan bentuk kepribadian tersendiri. Menurut 
langeveld ciri-ciri kedewasaan seseorang antara lain:
29
 
a) Dapat berdiri sendiri dalam kehidupannya. Dia tidak selalu 
minta pertolongan orang lain dan jika ada bantuan orang lain 
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tetap ada pada tanggung jawabnya dalam menyelesaikan 
tugas-tugas hidup. 
b) Dapat bertanggung jawab dalam arti sebenarnya terutama 
moral. 
c) Memiliki sifat yang konstruktif terhadap masyarakat dimana 
dia berada. 
 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakteristik 
mahasiswa ialah penampilan fisik tidak lagi dapat mengganggu 
aktifitas ketika berada dikampus, mampu menyikapi tingkat 
keemosionalannya dan mampu bergaul dengan baik ketika berada di 
lingkungan masyarakat terutama dikampus, serta mulai mempunyai 
intelektualitas yang tinggi dan kecerdasan berfikir yang matang untuk 
masa depannya kelak. 
